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Abstrak

Penyelenggaraan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia, agar untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sebagaimana telah di
tentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia. Di dalam pelaksanaan di masyarakat banyak ditemukan tidak di
daftarkannya jaminan fidusia tersebut artinya di bawah tangan. Akta di bawah
tangan berbeda dengan akta otentik begitu juga dengan kekuatan dalam
pembuktian di pengadilan. Dalam hal ini sangatlah jelas ketika jaminan fidusia itu
tidak didaftarkan, maka tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penyusun tertarik untuk meneliti
tentang tinjauan yuridis keabsahan akta di bawah tangan dengan jaminan fidusia
ditinjau dari hukum positif Indonesia terutama menyoroti perihal dalam
penjaminan benda bergerak dengan di bawah tangan.

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu
penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi
kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan
wawancara dengan responden dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada pihak
Kemenkumham DIY, Notaris dan BMT Bhina Ihsanul Fikri. Studi kepustakaan
yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang
berhubungan dengan materi penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan,
fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan
menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dan metode pendekatan menggunakan
pendekatan yuridis empiris yaitu yuridis merupakan pendekatan suatu masalah
berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yaitu
penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di
lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan akta di bawah tangan
tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-
akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum
itu sendri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan
menurut Hukum Perdata dan Para Pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum
ketika jaminan fidusia itu tidak didaftarkan sangat tergantung kepada kekuatan
pada akad perjanjiannya, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka
perlindungan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta di bawah
tangan, sedangkan apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan
sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan hukumnya sesuai
dengan perlindungan terhadap akta otentik. Yaitu dengan cara melegalisasi akta di
bawah tangan ke Notaris.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak

tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang

Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas

tanah dan credietverband.1

Disamping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan

dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia.

Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan dan

Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas

tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan

Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah

Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat

dijadikan jaminan utang dengan beban fidusia, jika tanahnya tanah hak

pakai atas tanah negara. 2

1 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, ketentuan umum angka 2.

2 Ibid., ketentuan umum angka 2.
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Pada dasarnya keberadaan Lembaga Jaminan Fidusia bagi bangsa

Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama bangsa

Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan

atas UU No. 42 Tahun 1999 tersebut di atas diakui, bahwa lembaga

jaminan ini sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya

hanyalah, bahwa lembaga fidusia yang selama ini dikenal didasarkan pada

yurisprudensi. Di samping itu, lembaga fidusia yang selama ini digunakan

mempunyai sifat sederhana, mudah, dan cepat, tetapi di lain pihak,

lembaga itu dianggap tidak menjamin adanya kepastian hukum.3

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi

Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan

kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan

Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada

kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan

tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek

fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud,

maupun benda tak bergerak.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha perbankan sekarang ini,

baik Bank Konvensional maupun Bank yang menerapkan sistem Syariah.

Banyak ditemukan adanya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di

Kantor Pendaftaran Fidusia dalam arti di sini hanya dengan perjanijan

3 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana, 2011), hlm.191.
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fidusia dengan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, kurang menjamin

kepentingan pihak yang menerima fidusia. Seperti halnya pada Kantor

Pusat BMT Bina Ihsanul Fikri yang beralamat di Jl. Rejowinangun No.

28B Kotagede Yogyakarta banyak ditemukan tidak didaftarkannya

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta

yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia

dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.4 Nantinya kreditor akan

memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Ketuhanan Yang

Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial

langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada

kreditor (parate eksekusi), sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun

1999 tenang Jaminan Fidusia.

Banyak ditemukan di lapangan dengan adanya perjanjian fidusia

yang tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor

pendaftaran fidusia alias dibuat di bawah tangan. Pengertian akta di bawah

tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana

4 Lihat ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang

ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dan lain-lain). 5

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai

pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat

oleh suatu di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk akta yang

dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikkan ulang oleh para

pihak jika hendak dijadikan alat bukti yang sah, misalnya di pengadilan.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan

otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.6 Tulisan-tulisan

otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ada

ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat

(pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut

dibuat.7 Akta otentik tidak saja dibuat oleh Notaris, tetapi juga oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai

Kantor Catatan Sipil.8 Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di

bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-

5 Grace P. Nugroho, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di
Bawah Tangan, artikel, 16 Maret 2017, dari
http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-
fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan

6 Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8 Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.48.
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undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang

berwenang.9

Sering muncul pertanyaan apakah sah dan memiliki kekuatan bukti

hukum suatu akta di bawah tangan. Menurut penulis, sah-sah saja

digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan benda dan isi akta

tersebut. Dalam prakteknya di lapangan karena kondisi tertentu

menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan

seperti dalam proses jual-beli dan utang piutang. Namun, agar akta

tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang

berwenang.

Maka perlindungan hukum ketika jaminan fidusia itu tidak

didaftarkan sangat tergantung kepada kekuatan pada akad perjanjiannya,

yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungan

hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta di bawah tangan,

sedangkan apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan

sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan hukumnya

sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik. Yaitu dengan cara

melegalisasi akta di bawah tangan ke notaris.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis

Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Dengan Jaminan Fidusia”

9 Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta di bawah tangan dengan jaminan

fidusia?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum ketika jaminan fidusia itu

tidak didaftarkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui keabsahan akta di bawah tangan

dengan jaminan fidusia.

b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum ketika ada

jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian tentang tinjauan yuridis

keabsahan akta di bawah tangan dengan jaminan fidusia dari

seluruh rangkaian penelitian maupun hasil dari penelitian adalah:
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1. Kegunaan ilmiah atau atau Akademik

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

3. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang

karya ilmiah khususnya dalam bidang Hukum Perdata,

serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang

akan datang.

2. Keguanaan Aplikatif atau Terapan

1. Dapat menjadi referensi bagi BMT atau lembaga

keuangan lainnya untuk wajib mendaftarkannya jaminan

fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia sesuai

amanah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia agar perlindungan hukum dan kepastian

hukum dapat terpenuhi oleh para pihak yang

berkepentingan.

2. Dapat memberi jawaban terhadap masalah yang sedang

diteliti.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa pembahasan dari penelitian terdahulu yang telah

ditelusuri penyusun, penyusun tidak menemukan hal-hal konkrit yang

membahas ataupun meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun.
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Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyusun menyertakan sumber-

sumber penyusunan guna menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan.

Oleh karena itu penyusun akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang

berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa

karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arief Rezana Dislan, yang

berjudul “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak

Didaftarkan”.10 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis

normatife, mengingat bahwa yang akan diungkap adalah masalah aturan

dan norma yakni mengenai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan padahal

secara yuridis mewajibkan jaminan fidusia didaftarkan serta bagaimana

upaya penyelesaiannya apabila debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap subjek

penelitian sebagai responden serta studi pustaka. Hasil penelitian

menunjukkan, bahwa ada perjanjian kredit bank yang menggunakan

angunan pokok berupa stok yang merupakan objek jaminan fidusia dan

tidak didaftarkan. Tidak didaftarkannya jaminan yang didapatkan dari

pendaftaran tersebut tidak ada untuk agunan berupa benda stok ini.

Karena, selain agunan berupa benda stok ini bersifat tidak pasti bahkan

beda stok juga dipastikan habis ketika terjadi kredit macet karena habis

10 Arief Rezana Dislan, Skripsi “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak
Didaftarkan (Studi kasus di Bank HSBC Wilayah Medan)”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum
Perdata Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
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dijual oleh debitor untuk membayar hutang-hutangnya, beban biaya yang

harus dikeluarkan oleh bank untuk pendaftaran ini juga cukup mahal. Jika

jaminan fidusia didaftarkan akan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang

memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dieksekusi

melalui penjualan atau pelelangan. Tetapi pada jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, hanya diikat dengan

akta notariil berupa akta jaminan fidusia dan tidak memiliki kekuatan

eksekutorial seperti sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sehingga, sebelum kredit diterbitkan, pihak bank selalu

mensyaratkan adanya agunan tambahan berupa benda tetap seperti tanah

dan bangunan yang ada di atasnya yang dapat diikat dengan Hak

Tanggungan yang memberikan kedudukan kepada kreditornya sebagai

“kreditor preferen” yang mempunyai hak didahulukan pelunasan

piutangnya dari kreditur-kreditur lainnya. Sehingga adanya agunan

tambahan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditor.

Kedua, Skipsi yang di tulis oleh Zahroni, yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan

Mudharobah di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta”.

Dalam Skripsi ini pokok pembahasannya adalah mekanisme penerapan

Jaminan pada pembiayaan Mudharobah (pembiayaan bagi hasil) di BMT

BIF yang di tinjau dari prinsip-prinsip Syari’ah dan hukum Islam.

Sedangkan penyusun dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan
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mudharobah dengan Jaminan Fidusia sebagai objek penelitian ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam

praktek pelaksanaannya di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.11

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Hani Lisdiyanti dengan judul

“Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamziz

Yogyakarta”.12 Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun memaparkan

kesimpulannya yang lebih menitikberatkan kepada bagaimana proses

pemberian kredit pihak BMT Tamzis yang mensyaratkan untuk adanya

collateral (jaminan, angunan) sebagai benda jaminan yang bisa ditukar

nilainya dengan pemberian kredit dan bagaimana proses eksekusi benda

jaminan fidusia. Berdasarkan penelitiannya penyusun menyimpulkan

bahwa di BMT Tamzis Yogyakarta dalam melakukan eksekusi benda

jaminan masih menggunakan asas kekeluargaan, yaitu melakukan mediasi

untuk mencari jalan tengah dari permasalahan dan membuat perjanjian

baru yang berisikan tenggang waktu pelunasan utang. Sedangkan

penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menekankan pada apakah

pelaksanaan pemberian benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang

dilakukan BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana pelaksanaan eksekusi objek

11 Zahroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Pada Pembayaran
Mudharobah di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”, Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

12 Hani Lisdiyani, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT
Tamzis Yogyakarta”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
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jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal

debitor wanprestasi dalam penyelesaian kredit macet di BMT Beringharjo.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Vileza Aldyan dengan judul

“Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri

No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”.13

Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang jaminan fidusia

mempunyai beberapa prinsip dimana suatu jaminan fidusia tidak boleh

bertentangan dengan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip jaminan fidusia yang

ada dalam undang-undang jaminan fidusia adalah prinsip spesialis, prinsip

publisitas, prinsip pemegang jaminan fidusia hanya sebagai pemegang

jaminan, prinsip eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah pemberi fidusia

wanprestasi, prinsip hak yang di dahulukan, prinsip hak jaminan fidusia

mengikuti benda, prinsip benda yang dijaminkan merupakan benda

bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan hak

tanggungan dan hipotek, dan prinsip penerima fidusia tidak dapat memiliki

objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan undang-undang

fidusia saat memberi fidusia wanprestasi adalah eksekusi dengan

menggunakan title eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah

tangan. Pihak penerima fidusia dapat meminta pendampingan pihak

kepolisian saat eksekusi dilaksanakan. Pendampingan kepolisian ini diatur

dengan dibuatnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang

13 Vileza Aldyan, “Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan
Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”. Skripsi Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.
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Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pendampingan kepolisian

tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata pada Pasal 200 ayat

11 HIR karena pasal tersebut mengatur bahwa pihak yang berwenang

mengajukan permohonan pendampingan kepolisian adalah ketua

pengadilan.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Silvia Eny Kristiani, yang berjudul

“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Di Sleman”. Dalam tesis

tersebut memaparkan tentang pelaksanaan Jaminan Fidusia pada BPR

Bhakti Daya Ekonomi di Sleman. Pada hasil penelitian terungkap bahwa

pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya di

jalankan dengan baik, terlihat dari tidak adanya alat pemaksa Fidusia bagi

BPR Bhakti Daya Ekonomi selaku pihak yang berkedudukan lebih di

utamakan (hak Preferen).14

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas tidak ditemukan

adanya penelitian yang terkait pokok permasalahan yang sama dengan

penyusun yang berkaitan dengan keabsahan akta di bawah tangan dengan

jaminan fidusia.

14 Silvia Eny Kristiani,“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kerja Dengan Jaminan Fidusia
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Di Sleman Yogyakarta”, Tesis,
(Program Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2007).
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konsep, landasan teori,

atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan

masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis.15 Dalam

penulisan ini penulis akan menggunakan bebrapa teori diantaranya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

represif.16 Perlindungan hukum reventif bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

hati-hati dalam mengambil keputusan, dan perlindungan hukum

represif bertujuan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa sekaligus

penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia yang

dimaksud di sini adalah masyarakat yang berperilaku sebagai kreditor

dan debitor yang semuanya menginginkan adanya ketertiban tentang

kepastian hukum, keadilan hukum dan kegunan hukum.

Fungsi primer dari hukum yaitu melindungi rakyat dari bahaya

dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari

orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu juga untuk

memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan

15 Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), hlm.4.

16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina
Ilmu, 1987), hlm.2.
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kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dimaksudkan

dalam Pancasila sila ke-5.

Perlindungan hukum di sini yaitu untuk melindungi kreditor

yang diberikan kepada debitor, apabila di kemudian hari terjadi

wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Hal ini supaya nantinya

kreditor masih dapat mendapatkan haknya yaitu menerima dana

sepenuhnya yang dipinjamkan kepada debitor yaitu dengan jalan

mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan oleh debitor sebagai

pelunasan hutang.

Perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak kreditor dan

uangnya adalah kreditor mengharuskan debitor untuk mendaftarkan

jaminan fidusia tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Cara ini bisa dijadikan salah satu upaya perlindungan hukum yang kuat

untuk kreditor, karena jika didaftarkan di Kemenkumham maka akan

diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan

hukum title eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan.

Pendaftaran fidusia ini memudahkan suatu hari nanti terjadi debitor

melakukan wanprestasi.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam melakukan perbuatan hukum demi menjamin kepastian

hukum bahkan kekuatan pembuktian atas perbuatan hukum tersebut,

selain dapat dilakukan secara lisan maka juga dapat dilakukan secara

tertulis. Perbuatan hukum dapat dilakukan tertulis jauh lebih baik dan
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aman dibandingkan dengan dilakukan secara lisan. Oleh karena itu,

perbuatan hukum tersebut lebih aman dan terjamin kepastian

hukumnya dilakukan secara tertulis. Perbuatan hukum secara tertulis

dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan, juga oleh

pejabat, atau pemerintah terkait.

Dalam realita hidup sehari-hari akta di bawah tangan sering

menjadi pilihan untuk melegalisasi setiap perbuatan hukum khususnya

dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah

perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa

suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan

para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara

para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan

mengetahui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya

dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat

menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam

perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau

biasa disebut juga dengan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Akta di

bawah tangan menjadi pilihan karena faktor ekonomis, biaya untuk

membuat akta pada pejabat yang berwenang lebih tinggi di bandingkan

dengan membuat akta di bawah tangan. Namun akta di bawah tangan

kepastian dan kekuatan hukum pembuktiannya sangat lemah.
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3. Teori Perjanjian dan Perikatan

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian

terdapat dalam Buku Ke-III KUHPerdata dengan judul Perikatan.

Perikatan di atur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi

“perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Di dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai secara

jelas. Namun, secara garis besar menerangkan bahwa perikatan

merupakan suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang

menunjukkan pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan

antara dua atau lebih orang atau pihak uang terlibat dalam hukum

tersebut.17 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang

berbunyi: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Oleh karenanya

perikatan tersebut mengakibatkan suatu persetujuan antara pihak yang

satu dengan yang lainnya.

Objek perikatan, yaitu yang merupakan hak dari kreditor dan

kewajiban dari debitor. Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi,

yaitu hal pemenuhan perikatan. Sedangkan subjek perikatan adalah

para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditor yang berhak dan debitor

yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitor terdapat dua unsur,

antara lain schuld, yaitu utang debitor kepada kreditor dan hafting,

17 Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), hlm.1.
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yaitu harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi

pelunasan utang.18

Di dalam Pasal 1233 KUHPerdata lahirnya perikatan ada 2

(dua) yaitu karena persetujuan dan karena undang-undang. Sumber

perikatan berdasarkan undang-undang meliputi:

1. Perikatan

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik

karena undang-undang.19 Tiap-tiap perikatan adalah untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak

berbuat sesuatu.20

2. Persetujuan

Pengertian persetujuan adalah suatu perbuatan berdasarkan

kata sepakat antara dua atau lebih pihak untuk mengadakan akibat-

akibat hukum yang diperkenankan atau dengan kata lain suatu

persetujuan adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban.21

18 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana, 2011), hlm. 205.

19 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

20 Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

21 Marsudi dan Mohammad Chidir Ali, Bab-bab Hukum Perikatan Pengertian-pengertian
Elementer, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.56.
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Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.22

3. Undang-Undang

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir

dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan

yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas:23

1) Yang lahir karena undang-undang saja,

2) Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang,

sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang

diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman (onrechtmatig).

Yang dimaksudkan dengan perikatan-perikatan yang lahir

dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul

oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam Buku I

BW, misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk

memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam

keadaan kemiskinan.

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur juga di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract) Pasal 1338

KUHPerdata

22 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

23 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan xx, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985),
hlm. 132.
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2. Asas Konsensualisme (Persetujuan Kehendak) Pasal 1320

KUHPerdata

3. Asas Kepribadian Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata

4. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (Pacta Sun Servanda)

Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata

5. Asas Itikad Baik (Good Fath) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

4. Pacta Sunt Servanda

Asas pacta Sunt Servanda, berhubungan dengan akibat dari

perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad
baik.

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama,

istilah ‘semua perjanjian’ berarti bahwa pembentuk undang-undang

menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata

perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain

itu, juga mengandung suatu asas partij autonomie. Kedua, istilah

‘secara sah’, artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan

bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para

pihak sehingga terrealisasi asas kepastian hukum. Ketiga, istilah

‘iktikad baik’ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada
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debitor dan kedudukan antara kreditor menjadi seimbang. Ini

merupakan realisasi dari asas keseimbangan.24

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field

research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek

penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk

mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian. Dalam

hal ini penyusun akan mengambil data langsung ke lapangan di

Kantor pendaftaran jaminan fidusia di  Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DIY, BMT Bina Ihsanul Fikri

Gedongkuning dan Kantor Notaris yang berada di Kota

Yogyakarta.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang

menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum

baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil

penelitian lapangan.25 Metode pendekatan ini tertuju pada

pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam

24 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kenvana, 2011), hlm. 228-229.

25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1999), hlm. 63.
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prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan

klasifikasi data saja, tetapi juga menganalisis serta

menginterpretasikan tentang arti data tersebut, yang dalam

penelitian ini data yang diperoleh dari instansi atau lembaga

pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam

penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal, perundang-undangan

tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat empiris dalam rangka

mengolah data dari lapangan yang disajikan dalam pembahasan.26

Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan

perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yaitu penelitian

yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di

lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan keabsahan jaminan

fidusia dengan akta di bawah tangan.

Di dalam pendekatan yuridis-empiris, yang menjadi

permasalahannya adalah adanya kesenjangan antara das sollen dan

das sein artinya ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi

harapan dengan kenyataan yang ada.

26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.
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2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim.27

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria

d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah

Susun

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan

f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan

dan Pemukiman

g. Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tenang Jaminan

Fidusia

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-3 ( Jakarta: Kencana, 2007),
hlm. 141.
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h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari’ah.

i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian.

j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris

k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan

Akta Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.28

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini

bahan hukum sekunder adalah:

a. Hasil-hasil penelitian

b. Jurnal

c. Skripsi

d. Tesis

28 Ibid., hlm. 141.
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e. Dokumen resmi

f. Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

c.Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam

penelitian ini yang di gunakan yaitu kamus hukum, kamus besar

bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, artikel dari internet dan

beberapa bahan lainnya yang bisa dijadikan rujukan dalam

pencarian kata-kata atau istilah yang membutuhkan penjelasan

lebih lanjut.

3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan

metode lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data

merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang

berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala,

maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat

dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Diantaranya

melalui metode:

a.Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah

pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan

secara pengamatan sistematik terhadap objek yang perlu diteliti,



25

artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan secara

sepintas.29

b. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai

metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di

lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap

muka langsung dengan responden untuk menayakan perihal pribadi

responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun

persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.30

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber atau

responden yang terdiri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM DIY, BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning dan Kantor

Notaris yang berada di Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumen-

dokumen.31 Penulis juga melakukan dokumentasi yaitu dengan

cara pengumpulan data-data tertulis yang ada di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DIY, BMT Bina Ihsanul Fikri

29 Winarno Surahman, Pengantar Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132

30 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
hlm. 57.

31 Masri Singaribun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, (Jakarta: LP3ES, 1989),
hlm. 193.
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Gedongkuning dan Kantor Notaris yang berada di Kota

Yogyakarta.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara

mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh

jawaban dari rumusan permasalahan. Secara umum analisa

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menginterpretasikan

secara rasioal sistematis menuju cara berpikir yang deduktif-induktif

yang sesuai dengan kaidah dalam penyusunan karya ilmiah. Menurut

Rusdi Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk

meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah

ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat

dipelajari dan diuji.32

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan

analisis kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan

perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat

ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

Adapun metode yang digunakan adalah:

a) Reduksi Data

Dalam pengumpulan data baik data primer maupun

sekunder yang dilakukan penyusun pada awalnya tidak terkumpul

secara sistematis. Artinya semua data yang dikumpulkan masih

32 Rusdi Pohan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Lanarka Publiser, 2007),
hlm.93.
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tercampur sehingga sulit untuk dipahami. Dengan metode reduksi data,

maka seluruh data yang diperoleh akan dikelompokan sesuai

kelompoknya secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

b) Penyajian Data

Pada dasarnya setiap penelitian tidak instan begitu

penyusun mendapatkan data yang mudah dipahani, oleh sebab itu

penyusun harus berusaha untuk paham terhadap data yang

diperolehnya dan menyajikannya ke dalam bentuk yang lebih

sederhana lagi agar mudah dipahami oleh pembaca. Di tahap ini, data

yang sulit dipahami atau masih brantakan disajikan dalam bentuk yang

lebih mudah dipahami, misalnya table, kategori, dan sebagainya.

c) Kesimpulan

Setelah data tersusun secara sistematis dan mudah untuk

dipahami, maka tahap selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Data

yang diperoleh dari lapangan atau data sekunder di bandingkan dengan

data kepustakaan, dalam hal ini tentang tinjauan yuridis keabsahan

akta di bawah tangan dengan jaminan fidusia.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap

bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka
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penulis berusaha untuk menyusun penulisan ini secara sistematis. Adapun

rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai jaminan fidusia,

berkaitan dengan pengertian dan asas-asas jaminan fidusia, macam-macam

benda, objek jaminan fidusia, subyek jaminan fidusia, pembebanan

fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, pengalihan fidusia, hapusnya jaminan

fidusia, dan eksekusi.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan keabsahan akta di bawah

tangan dengan jaminan fidusia, kekuatan pembuktian dari Notaris dan

perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan.

Bab keempat adalah merupakan pokok pembahasan skripsi ini,

dimana akan dipaparkan mengenai analisis penulis terkait dengan tinjauan

yuridis keabsahan akta di bawah tangan dengan jaminan fidusia dan upaya

perlindungan ketika jaminan fidusia itu tidak di daftarkan. Dengan

menggunakan segala teori dan dalam studi lapangan yang telah dipaparkan

oleh penulis di atas.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu

perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan

juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendri.

Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan

menurut Hukum Perdata dan Para Pihak yang bersangkutan.

2. Perlindungan hukum ketika jaminan fidusia itu tidak didaftarkan

sangat tergantung kepada kekuatan pada akad perjanjiannya, yaitu jika

dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungan hukumnya

sesuai dengan perlindungan terhadap akta di bawah tangan, sedangkan

apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan sendirinya

aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan hukumnya sesuai

dengan perlindungan terhadap akta otentik. Yaitu dengan cara

melegalisasi akta di bawah tangan ke notaris.

3. Walaupun dasar hukum Keabsahan Akta Di Bawah Tangan tidak

dirumuskan secara khusus dalam pasal undang-undang, tetapi dengan

memahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal BW yang

mengatur akta di bawah tangan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa

akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa
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perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan

ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam hal tersebut apabila para pihak menandatangani surat perjanjian

tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak

menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka

akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sama dengan suatu akta ortentik atau resmi.

B. Saran

Pelaksanaan kegiatan penjaminan dengan akta di bawah tangan

sangatlah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Sebab tidak menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan

hukum bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu penulis menyarankan

sebagai berikut:

1. Saran untuk Kementerian Hukum dan HAM

Kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku tempat

pendaftaran fidusia diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan

sosialisasi arahan atau tuntunan terhadap Bank maupun Notaris agar

Pihak Bank dan Notaris dapat mengarahkan kliennya untuk menyuruh

mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Agar

mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

2. Saran untuk Notaris

Terhadap Notaris agar lebih teliti dan konsisten dengan apa

yang telah menjadi kewajibannya dalam melakukan kegiatan sebagai
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pejabat pembuat akta tanah dengan tidak membeda-bedakan klien dari

golongan apa pun. Dan Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak

cukup hanya memiliki keahlian bidang hukum saja tetapi juga harus

dilandasi dengan tanggung jawab, sehingga dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode

Etik Notaris dan berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

3. Saran untuk Debitor

Sebagai pihak yang mempunyai utang, debitor seharusnya lebih

berperan aktif dalam akad perjanjian, misalnya meminta di

daftarkannya suatu jaminan nya itu ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar

mendapat kepastian, keadilan dan memperoleh perlindungan hukum

apabila salah satu pihak melanggar perjanjian.

4. Saran untuk Kreditor

Bank sebagai pemberi jaminan fidusia sebaiknya tetap

menempuh jalur damai dibandingkan dengan jalur litigasi, yakni

dengan tetap berdasarkan sistem kekeluargaan. Jika nantinya Nasabah

atau debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi. Kedua belah

pihak dapat melakukan musyawarah mufakat, agar permasalahan tidak

sampai ke ranah hukum atau pengadilan.
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LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

1. Bagaimana keabsahan akta di bawah tangan dengan Jaminan Fidusia?

2. Apakah akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

seperti akta otentik?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum, ketika Jaminan Fidusia itu tidak di daftarkan?

4. Bagaimana realita di lapangan, apakah semua warga negara patuh terhadap aturan

mengenai Jaminan Fidusia harus di daftarkan?

5. Boleh/tidak jika ada WNA (Warga Negara Asing) mau mendaftarkan Jaminan

Fidusia?

6. Bagaimana jika si pendaftar Jaminan Fidusia meninggal, apakah bisa di

wariskan/diteruskan oleh keluarganya atau yang bersangkutan?

7. Bagaimana langkah ke depan yang akan di lakukan oleh Kemenkum HAM dalam

kaitannya dengan Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

KANTOR NOTARIS

1. Bagaimana keabsahan akta di bawah tangan dengan Jaminan Fidusia?

2. Apakah akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

seperti akta otentik?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum, ketika Jaminan Fidusia itu tidak di daftarkan?

4. Boleh/tidak jika ada WNA (Warga Negara Asing) mau mendaftarkan Jaminan

Fidusia?

5. Bagaimana jika si pendaftar Jaminan Fidusia meninggal, apakah bisa di

wariskan/diteruskan oleh keluarganya atau yang bersangkutan?

6. Apakah ada konflik yang terjadi mengenai akta di bawah tangan dengan Jaminan

Fidusia? Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya?

7. Bagaimana langkah ke depan yang akan di lakukan oleh Notaris selaku pembuat akta,

jika terjadi konflik dalam kaitannya dengan Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

BMT BINA IHSANUL FIKRI

1. Bagaimana proses perjanjian dengan Jaminan Fidusia?

2. Apakah Jaminan Fidusia itu di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia?

3. Apa saja macam-macam Jaminan Fidusia yang di jaminkan?

4. Berapa banyak dan berapa minimal uang yang bisa di pinjamkan kepada debitor?

5. Bagaimana upaya yang dilakukan jika debitor wanprestasi?

6. Apakah ada dept collector jika terjadi kredit macet?

7. Bagaiamana cara penyelesaian jika terjadi sengketa?
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  4. Forum Komunikasi Pengajian Anak-Anak Kotagede dan          

      Sekitarnya (FOKOPA)  

  5. Karang Taruna GEPURASENDE (Kelurahan Purbayan  

      Kotagede)  
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